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PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtr
» -\ ¢ »
Pl -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Azizah binti Abdul Latief, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 01
April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Jalan Ujung Kulon C3, Lingkungan Taman
Indah, RT.004 RW.291, Kelurahan Pagesangan
Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
sebagai Penggugat;

melawan

Helmi Salim bin Salim Bafadal, tempat dan tanggal lahir Mataram, 30
Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan tidak
bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Jalan Swasembada IV No.34, Lingkungan
Kekalik Indah, RT.001 RW.196, Kelurahan
Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota

Mataram, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari
2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor
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32/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 05 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagaimana
tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/023/VI1/2019,
tertanggal 18 Juli 2019;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat di Lingkungan Taman Indah, Kelurahan Pagesangan
Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 8 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da
Dukhul);

4. Bahwa sejak Desember 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang
terus menerus dan sulituntuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

» Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
» Tergugat tidak menghargai Penggugat;
» Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Maret 2020 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi
perselisihan kembali sampai akhimya Tergugat mentalak Penggugat yang
mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke
rumah orang tua Tergugat sendiri, sebagaimana alamat di atas, selama itu
sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
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7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Mataram, agar memutuskan sebagai berikut:
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDER
Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 9 Januari 2023 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat NIK 5271024104910002,

tanggal 1 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram,
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Provensi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai, aslinya serta telah diberi materai (dinazegelen),
lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P. 1);

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah an Penggugat dan Tergugat Nomor:
0253/023/VI11/2019, tanggal 18 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, aslinya serta telah diberi
materai (dinazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P. 2);

B. Saksi:

I.  Saksi 1, Fadilah binti Hasan Bafadal, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Taman Indabh,
Kelurahan Pagesangan Timurs, Kecamatan Matarama, Kota Mataram;,, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

» Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

\4

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

\4

Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan
Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di umah orangtua
Penggugat;

» Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

» Bahwa sepengetahuan saksi mumah tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak
harmonis lagi karena sering bertengkar;

» Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

» Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar karena Tertgugat sering berkata kasar dan
kurangt peduli kepada Penggugat;

» Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang ini
sudah berpisah tempat tinggal sejak builan Maret 2020;

» Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

hubungan baik lagi, saksi tidak pernah melihat Tergugat
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menjenguk Penggugat apalagi mengajaknya pulang kembali ke
kediaman bersama;

» Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, . Ragaya binti Abdulah Rahim Balafif, umur 31 tahun, agama Islam,
Pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Matahari Raya
No.1,Lingkungan Sayo Baru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota
Mataram;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
» Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

A\

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

A\

Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan
Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di umah orangtua
Penggugat;

» Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai
pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tau dan
melihat secara langsung wakitu suami Penggugat mengantar
Penggugat/menyerahkan  Penggugat ke rumah orangtua
Penggugat dan kakaknya;

» Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut, Tergugat
tidak pernah lagi melihat Tergugat lagi datang ke rmumah
Penggugat

» Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang ini
sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2020;

» Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

hubungan baik lagi, saksi tidak pernah melihat Tergugat
menjenguk Penggugat apalagi mengajaknya pulang kembali ke
kediaman bersama;

» Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berupaya
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mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil
yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 9 Januari 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan
mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;
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Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukii
tersebut menjelaskan mengenai Tempat Tinggal Penggugat, sehingga bukii
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukiti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempuma dan mengikat, sesuai Pasal 285
R Bg;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bukan orang
yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi
keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1)
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian adalah
fakta yang dilihat sendiri, didengar sendii dan dialami sendiri berdasarkan
alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat,
dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil akhir pembuktian dan apa yang
diketahui oleh hakim di depan persidangan telah terbukti fakta kejadian sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

Tr apa 2R s - -

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati

&
-

mereka berpecah-belah"
2. Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

‘L__JE- -;il \_,.:- J.n: =i m\n;uﬁL 3 u-J — ‘_'y- _-l -.-"l\_f' 8 ‘_)n.‘ﬂ\_l'

;

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa
yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan
siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan

menyusahkannya";

3. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendin

sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat
("rd aal) cda o ool aw Ldal g 0"
Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan

harus dihilangkan" (J1 3, 1)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan
kalimat “ Wable 339 2 Labl Cd= (mencapai maslahat dan menolak
mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di
dalamnya hukum perkawinan, adalh untuk kemaslahatan dalam arti untuk
kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun
akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak
berhasil dan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri serta
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sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan

Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat
dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat

terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat ( Azizah binti Abdul
Latief) kepada Penggugat ( Helmi Salim bin Salim Bafadal);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.345.000,- (Tiga ratus empat puluh puluh lima ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari ini, Selasa, tanggal 17 Januar 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami
Dra. Hj. Ernawati, SH,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H.,
M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Pahrurrazi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. Dra. H). Ernawati, SH,M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pahrurrazi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 200.000,00
4. PNBP Rp. 20.000,00
5. Sumpah Rp. 25.000,00
6. Redaksi Rp. 10.000.,00
7. Meterai Rp. ..10.000.,00

Jumlah Rp. 345.000,00

(tigaratus empat puluh lima ribu rupiah)
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Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Drs. Ahmad, S.H., M.H.
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